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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara merupakan suatu kekuasaan yang di dalamnya terdapat 

organisasi-organisasi pada ruang lingkup politik yang meliputi wilayah, 

pemerintahan, dan rakyat.1 Negara Indonesia merupakan negara hukum 

artinya Indonesia sebagai ideologi negara untuk nilai-nilai dan pandangan 

hidup berbangsa dan bernegara serta dasar negara sebagai landasan utama 

dalam penyelenggaraan negara. Hukum merupakan seperangkat peraturan 

atau norma-norma yang di buat oleh pihak berwajib yang patut kita taati 

guna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat jika kita melanggarnya 

akan mendapatkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.2 Berdasarkan 

peranannya negara hukum tidak semata-mata sebagai keadian dan ketertiban 

warga negaranya, akan tetapi juga memiliki peranan utama yaitu 

memberikan perlindungan hak-hak warga negara.   

Undang-Undang ini, dengan niat yang luhur, bertujuan untuk 

menyajikan layanan bagi masyarakat demi menjaga ketertiban, keamanan, 

keadilan, dan kesejahteraan di sekitarnya. Sesuai dengan karakter hukum 

yang bersifat mengikat, setiap perilaku yang melanggar hukum akan 

 
1 Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” Sosiohumaniora 18, no. 2  

(2016): 131–37, https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947. 
2 Mochtar ZHiarie E, “Dasar - Dasar Ilmu Hukum,” 2016, 1–23. 
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dikenakan hukuman.3 Bentuk usaha mewujudkan tujuan dari kesejahteraan 

masyarakat demi untuk kepentingan pembangunan nasional. Bidang 

kehidupan yang termasuk dalam kesejahteraan salah satunya kebijakan pada 

bidang kesehatan bentuk rangkaian pembangunan yang menyelutuh. 

Kesehatan merupakan kondisi pada kesejahteraan secara sosial, mental, dan 

fisik bukan sekedar bebas dari penyakit. Kesehatan sebagai wujud unsur 

kesejahteraan umum yang harus di wujudkan dengan cita-cita bangsa 

Indonesia.4 

World Health Organization (WHO) merupakan lembaga 

internasional di bawah Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus 

pada masalah kesehatan di seluruh dunia. Berdasarkan penjelasan World 

Health Organization (WHO), kesehatan meliputi sejumlah aspek, seperti 

kesehatan jasmani, mental, dan sosial. World Health Organization (WHO) 

juga mengedepankan prinsip bahwa mereka tidak membedakan dalam hal 

hak asasi manusia dalam sektor kesehatan dan tidak melakukan perlakuan 

berbeda berdasarkan ras, agama, pandangan politik, serta keadaan ekonomi 

sosial. Lembaga negara memberikan penanganan yang terbaik mengenai 

kesehatan akan tetapi masih ada sekelompok yang menyalahgunakan 

kesehatan yang hanya untuk kepentingan pribadi.5 Pencegahan atau upaya 

 
3 Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Konsep Negara Hukum,” januari 21, 2013,  

https://negarahukum.com/konsep-negara-hukum.html. 
4 Andin Dwi Safitri, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” Jurnal Judiciary 

4, no. 1 (2025): 36–37. 
5 Indah Sari, “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan  

International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International,” Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara 6, no. 1 (2014): 38–65, https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114. 
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dalam menangani tindak pidana kejahatan dalam lingkup kesehatan yaitu 

perlu di aturnya sistem hukum sangat dibutuhkan, dan apabila terjadi suatu 

tindak kejahatan, pelaksanaan hukum melalui proses peradilan pidana 

menjadi sangat krusial agar para pelaku dapat mendapatkan hukuman pidana 

yang sesuai dengan tindakan mereka, sebagaimana diatur oleh Undang-

Undang dan regulasi yang berlaku. 

Peran hukum sangat krusial pada pelaku-pelaku yang melakukan 

pelanggaran hukum. Sustainable Development Goals (SDGs) telah ramai di 

perbincangkan sejak 2015 dan agenda berkelanjutan hingga 2030 yang di 

adopsi dari PBB. Awal  dari perubahan dunia dalam menghadapi suatu 

pemasalahan yang terjadi maka PBB dunia merancang tujuan pembangunan 

berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang akan 

dihadapi disebut Sustainable Development Goals (SDGs).6 Secara resmi 

Sustainable Development Goals (SDGs) merumuskan 17 sasaran 

pembangunan dan 169 target yang perlu diwujudkan melalui tindakan global 

dalam periode 15 tahun ke depan, yakni pada tahun 2030 menurut PBB.7 

Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang secara partisipatif 

artinya semua kelembagaan ikut berpartisipasi secara aktif.8 Keterlibatan 

pada Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu semua pihak yang 

 
6 Nations United, “Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development,” n.d.,  

https://sdgs.un.org/goals. 
7 Unairnews, “Kenali 17 Tujuan SDGs Dan Penjelasannya,” januari 6, 2025,  

https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/. 
8 Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, and Utari Azalika Rahmi, “Kajian Indikator Sustainable  

Development Goals (SDGs ),” Bps, 2014, 1–172. 
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terlibat dalam proses pembangunan, seperti pemerintah, organisasi non-

pemerintah, swasta, akademisi, dan lainnya yang ikut berkontribusi.9 Selain 

kelembagaan yang terlibat, khusunya tanpa adanya warga negara dunia yang 

berjumlah kurang lebih sekitar 8,5 juta suara ikut berkontribusi dan 

menyuarakan terhadap tujuan dan target Sustainable Development Goals 

(SDGs) tidak akan berjalan.  

Secara keseluruhan Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri 

dari 17 tantangan yang mencakup beragam masalah sosial dan ekonomi, 

termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, 

air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial.10 Dalam hal ini setiap 

cakupan mengandung berbagai tujuan untuk pembangunan kehidupan 

berkelanjutan. Dari 17 pembangunan berkelanjutan Sustainable 

Development Goals (SDGs), yang menjadi fokus kita di sini adalah SDGs 

16 yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. SDGs 16 berupaya 

untuk memperkuat komunitas yang inklusif dan damai, memastikan bahwa 

setiap orang memiliki akses terhadap keadilan, serta menciptakan lembaga 

yang tangguh dan bertanggung jawab.11 

 
9 Hira Atha, “Apa Itu SDGs: Pengertian, Tujuan & Contoh Implementasinya,” August 21, 2023,  

https://markplusinstitute.com/explore/apa-itu-sdgs-pengertian-tujuan/. 
10 Nations United, “Take Action for the Sustainable Development Goals,” n.d.,  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
11 Maurina Suryaning Pertiwi, “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN  

PERWUJUDAN PERDAMAIAN DI DUNIA,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 6, no. 1  

(2023): 86, https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.34104. 
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Sustainable Development Goals (SDGs) dunia jika di identifikasi 

dalam bahasa Indonesia yaitu pembangunan berkelanjutan 15 (lima belas) 

tahun kedepan menuju perubahan yang lebih baik. Penulis menyebutkan 

bahwa penelitian ini termasuk ke dalam 17 tujuan berekelanjutan yaitu pada 

nomor 16 tujuan nasional ditetapkan 12 (dua belas) target dengan 34 (tiga 

puluh empat) indikator.12 Target dan indikator tersebut digunakan sebagai 

acuan guna untuk terus membangun dunia termasuk Indonesia. Selain itu 

tujuan 16 pada intinya yaitu sumber pondasi penting untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan pembanguan yang berkelanjutan lainnya hal ini dikarenakan 

guna untuk perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat adalah sebagai 

bersyarat kemajuan sosial dan ekonomi berkelaanjutan pada tahun 

mendatang. 

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) mendeklarisasikan 

bahwa tujuan 16 Sustainable Development Goals (SDGs) menjelaskan jika 

sebagaian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Sebagian besar 

instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang beberapa telah di 

ratifikasi oleh pemerintah Indonesia yaitu konvensi melawan penyiksaan 

(Convention Against Torture) dan konvensi hak anak (Convention on the 

Rights of the Child). Bahwa Indonesia akan terus melakukan perubahan 

 
12 Universitas Brawijaya, “Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh,”   

n.d., https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-16-perdamaian-keadilan-dan-

kelembagaan-yang-kuat/. 
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untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan mengenai isu-isu 

terkait keadilan pada tujuan 16 Sustainable Development Goals (SDGs).13 

Sustainable Development Goals (SDGs) nasional jika dialihkan pada 

konstitusi negara Indonesia yaitu adanya peran pemerintah Indonesia untuk 

merancang Undang - Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 

sebagai keadilan sosial demi mewujudkan kemakmuran bagi seluruh 

masyarakat Indonesia.14 Konsep supremasi hukum terbagi menjadi dua jenis 

yang berbeda antara sistem hukum umum dan sistem hukum perdata. Kedua 

jenis ini menghasilkan dua sistem hukum yang berbeda pada negara hukum 

dan supremasi hukum. Negara hukum ditandai, terutama oleh perlindungan 

hak asasi manusia dan pemisahan antara kekuasaan dari berbagai lembaga 

negara, sehingga dapat menjamin wewenang negara. Di sisi lain, supremasi 

hukum berlandaskan pada kekuasaan hukum, kesetaraan di depan hukum, 

dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia.15 

Undang - Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 telah 

menegaskan pada alinea ke-4 pada pokoknya dalam menyelenggarakan 

semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara telah dilandasakan 

pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, selain itu harus 

 
13 Hidranto Firman, “Indonesia Di Jalan Menuju SDGs 2030: Tantangan Dan Komitmen 

Pembangunan Berkelanjutan,” n.d., https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-

di-jalan-menuju-sdgs-2030-tantangan-dan-komitmen-pembangunan-berkelanjutan?lang=1. 
14 Admin, “Mewujudkan SDGs Indonesia: Langkah Strategis Menuju Pembangunan Berkelanjutan,” 

october 21, 2024, https://kajiansdgsindonesia.id/2024/10/mewujudkan-sdgs-indonesia-

langkah-strategis-menuju-pembangunan-berkelanjutan/. 
15 Meriam Marcelina Kaingge, “Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945” 5, no. 3 (2017): 143–45. 
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memperhatikan kandungan dari nilai - nilai Pancasila. Kedaulatan 

masyarakat dalam bernegara juga harus menganut prosedur konstitusional 

yang diterapkan. Bahwa kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat keduanya 

saling berkaitan dan berhubungan kuat walaupun dengan sisi yang 

berbeda.16 Wujud dari konstitusi negara hukum ini menciptakan peraturan - 

peraturan yang tetap saling berimpitan dengan fungsi dan peran negara di 

kalangan kehidupan masyarakat.  

 Berdasarkan Pasal 1 ayat  (3) UNDANG-UNDANG D 1945 

Indonesia merupakan suatu bangsa yang tunduk pada hukum. Negara yang 

tunduk pada hukum berarti pemerintahannya berpegang pada konstitusi, 

atau konstitusi tersebut menjadi panduan bagi pengelolaan dan interaksi 

sosial. Ini menunjukan bahwa Indonesia mengadopsi konsep supremasi 

hukum (rechstaat), negara yang didirikan atas landasan hukum, bukan yang 

dibangun atas kekerasan.17 Oleh karena itu, pemahaman tentang supremasi 

hukum tidak meninggalkan keraguan mengenai ketaatan terhadap konsep 

inti dari supremasi hukum (rechstaat), yang memiliki signifikan di depan 

hukum. Dengan kata lain, supremasi hukum sepenuhnya mengakui adanya 

kesetaraan di hadapan hukum.18 

 
16 Hukum Online, “5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, Dan Hukum,” n.d., 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/. 
17 Pinter Hukum, “Negara Hukum: Rechtstaat Dan Rule of Law,” september 2, 2023, 

https://pinterhukum.or.id/negara-hukum-rechtstaat-dan-rule-of-law/. 
18 Bagio Kadaryanto, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap 

Pendapat M.T Azhari),” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 12, 

no. 02 (2018): 1–24, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447. 
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Konsep dominasi hukum berkaitan dengan Pasal 27 ayat  (1) dari 

Undang Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan hukum bersamaan dengan 

pemerintahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu berhak 

untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan keamanan 

hukum yang adil sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.19 Mengacu 

pada Pasal 27 ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945, semua rakyat negara 

mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Prinsip ini diterapkan pada 

sektor politik dan ekonomi negara Indonesia. Sementara itu, Pasal 28 ayat  

(1) Undang - Undang Dasar (UNDANG-UNDANG D) 1945 konsepnya 

mengatur mengenai hak pada kehidupan masyarakat.20 Dimana pasal 

tersebut merupakan landasan konstitusional dalam mewujudkan hak - hak 

setiap orang untuk mempertahankan, jaminan hak hukum, dan jaminan 

kesetaraan hukum dalam supremasi hukum. 

Supreimasi hukum dalam keidaulatan hak - hak dan keiseijahteiraan 

rakyat (weilfarei statei) dalam deimokrasi di Indoneisia akan meingira jika 

konseipsi hukum tidak ceipat untuk beiradaptasi peirubahan sosial deimi 

keimajuan bahwa konstitusi seiring meineimukan bahwa neigara hukum 

dijadikan alat - alat keikuasaan para tokoh yang tidak beirtanggung jawab 

hingga hukum di salahgunakan. Neigara hukum, konstitusi seilalu meimiliki 

weiweinang peinting dalam wujud nyata hal ini di dasari keiseipakatan 

 
19 Indra Perdana, “Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara,” Jurnal Warta, 

2016, 1–11, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/230. 
20 RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” 1945, 

1–28, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/Undang-Undang d-no--. 
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beirsama.21 Deingan deimikian, hukum yang tinggi dan keikuasaan rakyat peirlu 

di rumuskan dan dimeingeirti deingan baik dalam konteiks konstitusi Indoneisia 

agar dapat beirfungsi seibagai fondasi yang harmonis bagi seitiap peilaksana 

tugas neigara.22 

Neigara hukum seilalu meinjaga keiseijahteiraan masyarakat, 

peirlindungan masyarakat dan keiadilan dalam seiluruh kalangan untuk 

meinjaga keiutahan Neigara Reipublik Indoneisia.23 Agar kondisi seipeirti ini 

seilalu teitap teirjaga maka di peirlukannya leimbaga neigara hukum untuk 

meimbeirikan pondasi seipeirti contoh utamanya yaitu leimbaga peiradilan, 

misalnya prinsip - prinsip keiadilan, peirlindungan keitika hak - haknya 

dilanggar.24 Konseip seipeirti ini leimbaga neigara hukum di Indoneisia harus di 

peireirat yang beirhubungan deingan Pasal 24 ayat  (1) Undang - Undang Dasar 

(UNDANG-UNDANG D) 1945 yaitu meinceirminkan bahwa keikuasaan 

keihakiman pondasi utama dalam sisteim peiradilan. 

Keimandirian keikuasaan keihakiman pada sisteim peiradilan jika di 

pahami dalam konteiks peineigakkan hukum pidana. Bahwa peiradilan pidana 

jika teirjadi tindak pidana keijahatan maka peiradilan pidana seilalu 

 
21 Pan Mohamad Faiz, “Negara Hukum Dan Demokrasi,” Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2016): 8–36, 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id. 
22 Kaingge, “Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945.” 
23 Muallif, “Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Tipe, Dan Implementasi Di Indonesia,” september 

18, 2023, https://an-nur.ac.id/blog/negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-tipe-dan-

implementasi-di-indonesia.html. 
24 Edison Hatoguan Manurung, Sri Gambir Melati, and Dimas Pramodya Dwipayana, “Omnibus 

Law on Job Creation in the Construction Sector of Indonesia,” International Journal of 

Multidisciplinary Research and Literature 1, no. 4 (2022): 408–10, 

https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i4.46. 
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meingupayakan keigiatan proseidural dan sisteimatis seisuai deingan peiratuan 

yang ada.25 Teintunya dalam peinanganan peirkara tindak pidana harus 

meileiwati beirbagai tahapan - tahapan di hadapan peirsidangan peiradilan 

pidana. Alur peiradilan pidana yang teilah di atur dalam Undang - Undang No 

8 Tahun 1981 Teintang Hukum Acara Pidana (KUHAP), teilah dijeilaskan 

seicara deitail mulai dari peilaksanaan proseis peinyidikan di hadapan 

keipolisian hingga di dalam peirsidangan.26 

Keiadilan seicara hakiki adalah suatu keipeintingan utama untuk 

meinjaga keilangsungan hidup masyarakat, maka dari itu peineigakkan hukum 

pidana seibagai peiranan peinting untuk meinciptakan suatu keiadilan yang di 

cita - citakan.27 Walaupun leimbaga neigara meinyatakan seiring meinjalankan 

peiradilan seisuai deingan aturan, teitapi teitap adanya peirseipsi neigatif dari 

kalangan masyarakat. Hal teirseibut di kareinakan banyaknya masyarakat yang 

meirasa tidak puas atas putusan hakim.28 Disamping meimbuat seimakin 

kompleiks beirbagai beintuk keijahatan yang teirjadi yang beilum teirlalu 

kompleiks reigulasinya, deingan hal ini meimbuat tujuan hukum pidana tidak 

meincapai pada ruang lingkup sisteim peiradilan hukum pidana.  

 
25 Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia,” 

Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2018): 336, 

https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342. 
26 Muhammad Nursal, “Proses Peradilan Pidana,” december 21, 2011, 

https://negarahukum.com/proses-peradilan-pidana.html. 
27 Fauzi Almubarok, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” Journal ISTIGHNA 1, no. 2 (2018): 115–

43, https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6. 
28 Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik 

Sampai Pemikiran Modern,” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (2014), 

https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106. 
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Tindak pidana keijahatan dan peilanggaran yang peiraturannya diatur 

pada KUHAP. Peineitapan tindak pidana seibagai keijahatan di atur dalam 

buku keidua KUHAP, seidangkan peineitapan peilanggaran diteitapkan dalam 

buku keitiga KUHAP. Undang - Undang yang meingatur teintang peiradilan 

pidana pada peirtanggungjawaban pidana keipada peilaku tindak pidana 

keijahatan saat ini masih beirsifat parsial dan teirseibar di beirbagai macam 

peiraturan peirundang - undangan seihingga peiraturan teirseibut masih beirlaku 

bagi keijahatan - keijahatan teirteintu. Meimahami dinamika tindak pidana 

keijahatan dapat meirusak tatanan sosial, meimbuat keirugian seicara mateiriil 

dan imateiriil. Dalam meimahami tindak pidana keijahatan dari peirspeiktif 

peilaku dan korban peirlu adanya keibijakan yang meingatur seicara eifeiktif, 

meimbeintuk cara peinceigahan, dan sisteim peiradilan yang beirkeiadilan.29 

Keijahatan yang timbul biasanya meingacu pada faktor inteirnal dan 

eiksteirnal, seipeirti peireikonomian, sosial, peindidikan, dan peingaruh 

lingkungan seikitar. Khususnya pada peineilitian ini dapat meingacu pada 

faktor eikonomi dan peingaruh dari lingkungan seikitar. Kondisi seipeirti ini 

dapat meinimbulkan beirbagai peiluang atau keiseimpatan bagi seiseiorang yang 

meilakukan tindak pidana keijahatan. Meinurut S. R. Sianturi, komponein-

komponein darii seibuah keijahatan adalah seibagaii beiriikut: 

1. Teirdapat subjeik yang beirweinang; 

 
29 Supriyanta, “Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana,” Wacana Hukum VII, no. 2 (2008): 

18–31. 
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2. Teirdapat unsur keisalahan; 

3. Tiindakan teirseibut meilanggar peiraturan yang beirlaku; 

4. Meirupakan tiindakan yang diilarang atau diiharuskan oleih hukum atau 

norma dan dapat diikeinaii hukuman piidana; 

5. Diilaksanakan pada waktu, teimpat, dan siituasii teirteintu.  

Beirdasarkan eileimein-eileimein teirseibut, dapat diiriingkas atau diibeidakan meijadii 

unsur yang beirsiifat objeiktiif, yaknii tiindakan meilawan hukum, dan unsur 

yang beirsiifat subjeiktiif, yang beirakaiitan deingan kondiisii meintal peilaku, 

seisuaii deingan Pasal 53 ayat  (1) Kiitab Undang-Undang Hukum Acara 

Piidana, beirsamaan deingan Pasal 17 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023.30 

Sanksii yang diiteirapkan untuk peircobaan keijahatan atau tiindakan 

kriimiinal yang diilakukan kareina peingaruh faktor eiksteirnal diiatur dalam Pasal 

53 ayat  (2), (3), (4) jo Pasal 54 Kiitab Undang-Undang Hukum Acara 

Piidana.31 Peircobaan tiindak piidana yang teirmasuk dalam kateigorii keijahatan 

beirat, seimeintara peircobaan tiindak piidana yang diikateigoriikan seibagaii 

peilanggaran riingan tiidak deimiikiian. Keidua hal iinii biisa diisiimpulkan tanpa 

harus seicara langsung meimbeiriikan deifiiniisii tiindakan kriimiinal seibagaii 

keijahatan beirat atau peilanggaran riingan dalam Undang-Undang piidana 

 
30 Kristoforus Triantono, “Kriteria Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pembelaan Diri 

Akibat Tindakan Kriminal Yang Mengancam Nyawa,” Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 01 (2021): 

15–18. 
31 Andri Agustiangga, “Isi Pasal 53 KUHP Tentang Percobaan Tindak Pidana,” september 23, 2022, 

https://tirto.id/isi-pasal-53-kuhp-tentang-percobaan-tindak-pidana-gwwZ. 
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teirteintu, dii luar Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana. Iimpliikasii 

hukum darii peingeilompokkan tiindakan kriimiinal seibagaii keijahatn atau 

peilanggaran diiteintukan oleih keiteintuan umum dalam Kiitab Undang-Undang 

Hukum Acara Piidana. Peineitapan iinii seibagaii iimpliikasii yuriidiis seicara formal 

pada beintuk peinangkapan dan peinahanan tiindak piidana keijahatan atau 

peirkara yang ada.32 

Bahwa banyaknya tiindak piidana keijahatan hiingga pada liingkup 

keiseihatan yang keiseihatan meirupakan seisuatu hal yang tiidak dapat dii 

peirmaiinkan. Keiseihatan iialah suatu hal yang harus diiliindungii, diijaga, dan 

diiseimbuhkan. Beirdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2023 Teintang 

Keiseihatan atau seiriing diiseibut deingan Omniibus Law teilah dii atur seicara 

kompreiheinsiif meingeinaii hak dan keiwajiiban, tanggung jawab peimeiriintah, 

layanan keiseihatan, upaya keiseihatan, fasiiliitas keiseihatan, teiknologii keiseihatan 

dan laiin seibagaiinya.33 Tiindak piidana keijahatan pada liingkup keiseihatan 

walaupun teilah ada reigulasii yang meingatur akan teitapii masiih banyak 

masyarakat yang meinyalahgunkan keiadaan keiseihatan hanya untuk 

keipeintiingan priibadii.34 

 
32 Laka Dodo Laia Fariaman Laia, “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU 

TINDAK PIDANA TRAFFICKING,” Jurnal Panah Keadilan 2, no. 2 (2023): 38–49, 

https://doi.org/10.31862/9785426311961. 
33 Boedi Prasetyo Moh Soleh, M Nasser, “IMPLIKASI HUKUM PIDANA KESEHATAN 

TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS PEMBATASAN PRAKTIK ABORSI 

BERDASKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023,” Galuh Justisi 13, no. 2 

(2025): 312–15, https://doi.org/10.25157/justisi.v13i2.18862. 
34 JG Kawenas, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kesehatan,” Lex 

Crimen 8, no. 8 (2019): 31–38. 
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Hukum keiseihatan kriimiinal meirupakan seikumpulan peiraturan yang 

diikeiluarkan oleih piihak beirweinang untuk meingatur tiindakan manusiia dalam 

aspeik keiseihatan dan sosiial. Dalam keiseihatan tiidak hanya dii peiriiksa seimata 

teitapii adanya peimbeiriian obat untuk teitap meinjaga keistabiilan tubuh dan agar 

seigeira dapat seimbuh.35 Pada hal iinii adanya peinyalahgunaan dalam 

meingeidarkan obat, yaiitu antara obat seisuaii deingan aturan dokteir dan obat 

yang dii peirjualbeiliikan seicara seingaja tanpa adaya aturan darii dokteir ataupun 

reiseip darii keiseidiiaan atau keipeirluaan peinggunaan obat teirseibut. Peinyeibaran 

obat-obatan seirta peiralatan meidiis harus meimatuhii peidoman opeirasiional 

yang meimastiikan mutu produk, seilaras deingan priinsiip diistriibusii obat.36 

Peidoman teikniis untuk peinyeibaran obat diiatur oleih Badan Peingawas 

Obat dan Makanan Iindoneisiia (BPOM RIi), yang keimudiian 

meindiistriibusiikannya keipada para ahlii dii seiktor farmasii dan apoteik.37 

Bahwasannya hal teirseibut masiih ada peinggunaan atau meingkonsumsii obat 

tanpa adanya surat iiziin seirtiifiikasii darii BPOM RIi untuk dii eidarkan. Hal 

teirseibut dapat teirjadiinya tiindak piidana keiseihatan yang meingeidarkan obat 

tanpa ada reiseip darii seidiiaan farmasii. Faktanya peilanggaran - peilanggaran 

seipeirtii iinii walaupun teilah ada reigulasii yang meingatur akan teitapii masiih ada 

 
35 Ernu Widodo Podang Peksiadji, Yoyok Ucuk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku 

Pengeedar Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar,” Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran 6, 

no. 2 (2025): 20–22, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP/article/view/9008/5817. 
36 C. Nachrawi, G., & Dewi, “Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn),” Justitia Jurnal Hukum 6, no. 2 

(2021): 176–89. 
37 Yova Rizki Arrahman and Resmi Mustarichie, “Wewenang Dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai 

Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Bandung Terhadao Kasus Temuan Parasit Cacing 

Pada Produk Makerel,” Jurnal Farmaka 16, no. 1 (2018): 21–26. 
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peilanggaran beirupa peireidaran obat keiras tanpa iiziin eidar darii BPOM RIi, 

khususnya obat keiras tableit “LL” meingandung zat aktiif triiheiksiifeiniidiil 

hiidrokloriida.38 

Tableit “LL” teirgolong dalam kateigorii obat yang meimeirlukan reiseip 

(Geivaarliijk) yang hanya biisa diidapatkan meilaluii reiseip darii dokteir dan tiidak 

teirseidiia untuk peimbeiliian tanpa reiseip.  Peireidaran Obat reiseip tanpa iiziin 

bukan hanya seibuah peilanggaran hukum, teitapii juga dapat meimbawa 

dampak seiriius bagii keiseihatan masyarakat.39 Meiskiipun reigulasii meingeinaii 

hal teirseibut teilah ada, peineigakan hukumnya masiih beirsiifat parsiial seihiingga 

peirtanggungjawaban piidana teirhadap peilaku beilum seipeinuhnya optiimal. 

Bahwa teirdapat dua proposiisii hukum yang beirakaiitan yaiitu teirdapat norma 

hukum yang meingatur larangan peinyeibaran obat reiseip tanpa iiziin (das 

sollein) dan beirlanjutnya peilanggaran iinii (das seiiin) adalah iisu utama.40 

Beirdasarkan uraiian dii atas bahwa peingeidar obat tanpa iiziin eidar dii 

beirbagaii daeirah masiih teitap marak. Maka dalam hal iinii Peinuliis teirtariik 

dalam meilakukan peineiliitiian deingan meirumuskan judul yaiitu “Analisis 

Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Obat 

Keras Tablet “LL”  tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 

51/Pid.Sus/2024/PN Mjy)”. 

 
38 Andi Muh. Aqsha Amran, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa 

Izin Edar,” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, no. February (2020): 36–38. 
39 Sadam Yarbo, “Pertanggung Jawaban Pidana Pengedar Obat-Obatan Tanpa Izin Menurut Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Lex Crimen 7, no. 7 (2018): 161–70. 
40 Nachrawi, G., & Dewi, “Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn).” 
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B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang masalah yang teilah diiuraiikan dii atas, Peinuliis 

meirumuskan peirmasalahan seibagaii beiriikut:  

1. Bagaiimana peingaturan hukum meingeinaii tiindak piidana peireidaran 

obat keiras tanpa iiziin eidar dalam hukum Iindoneisiia? 

2. Bagaiimana peirtiimbangan hakiim dalam Putusan Nomor 

51/Piid.Sus/2024/PN.Mjy teirkaiit tiindak piidana peireidaran obat keiras 

tableit “LL”? 

3. Bagaiimana beintuk peirtanggungjawaban piidana peilaku tiindak piidana 

peireidaran obat keiras tableit “LL” tanpa iiziin eidar dalam Putusan 

Nomor 51/Piid.Sus/2024/PN.Mjy? 

C. Tujuan Penelitian  

Beirdasarkan peineiliitiian yag diiajukan oleih Peinuliis, peineiliitiian iinii meimiiliikii 

tujuan seibagaii beiriikut:  

1. Meilakukan analiisiis teirhadap aturan hukum yang beirhubungan deingan 

keijahatan diistriibusii tableit jeiniis “LL” tanpa iiziin eidar meinurut hukum 

Iindoneisiia (Studii Kasus Putusan Nomor 51/Piid.Sus/2024/PN.Mjy); 

2. Meinganaliisiis logiika hukum oleih peirtiimbangan hakiim dalam Putusan 

Nomor 51/Piid.Sus/2024/PN.Mjy; 

3. Meineilaah jeiniis peirtanggungjawaban piidana yang diikeinakan pada 

peilaku keijahatan. 
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D. Kegunaan Penelitia 

1. Seicara Teioriitiis 

Teimuan darii peirmasalahan yang diiteiliitii akan beirguna untuk 

meingeimbangkan iilmu daan meiniingkatkan peimahaman yang luas 

kususnya pada hukum piidana pada kalangan masyarakat keitiika 

meinggunakan obat yang tiidak meimiiliikii iiziin untuk diieidarkan. Peineiliitiian 

iinii dapat diijadiikan reifeireinsii akadeimiik bagii mahasiiswa, peineiliitii, maupun 

akadeimiisii yang meingkajii peirmasalahan peirtanggungjawaban piidana 

peilaku tiindak piidana peireidaran obat keiras tanpa iiziin eidar. 

2. Seicara Praktiis  

a. Peineiliitiian iinii dapat seibagaii acuan dalam peimbeiriian iinformasii 

mayarakat atau seibagaii reifeireinsii untuk mahasiiswa studii hukum 

dalam tiindak piidana peirtanggungjawaban piidana peilaku 

meimpeirjualbeiliikan obat tanpa iiziin eidar; 

b. Studii iinii dapat beirfungsii seibagaii dasar untuk solusii laiin yang 

beirkaiitan deingan tanggung jawab piidana bagii iindiiviidu yang teirliibat 

dalam peireidaran obat keiras tanpa iiziin eidar seirta meimbeiriikan 

iinformasii tambahan untuk aparat peineigak hukum. 

E. Pertanggungjawaban Sistematika 

Seibagaii meimbeiriikan peimeihaman yang kompreiheinsiif dan teirstruktur 

teintang peineiliitiian iinii, Peinuliis teilah meinyusun dokumein iinii seibagaii 

beiriikut: 
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BAB I PENDAHULUAN. peineiliitiian iinii meinguraiikan dalam 

koteiks, iisu peineiliitiian, tujuan peineirapan, dan meitodeilogii yang 

diigunakan dalam peineiliitiian. Pada bab iinii Peinuliis meinjabarkan pada 

bagiian latar beilakang deingan meineirangkan seicara uniiveirsal, 

meingkaiitkan pada Sustaiinablei Deiveilopmeint Goals (SDGs), hiieirarkii 

peiraturan peirundang-undangan seirta dasar hukum yang teirkaiit seisuaii 

deingan judul peineiliitiian.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab iinii meimbeiriikan keirangka 

teioriitiis seirta konseiptual peineiliitiian yang meingumpulkan data pustaka 

meinunjang pada judul peineiliitiian, keirangka peimiikiiran meimbeiriikan 

gambaran - gambaran logiika hukum yang nantiinya untuk meinjawab 

suatu peirmasalahan dalam judul peineiliitiian, hiipoteisiis meimbahas 

meingeinaii landasan teiorii - teiorii darii reifeireinsii keipustakaan. Teiorii yang 

Peinuliis gunakan yaiitu teiorii kajiian hukum piidana, teiorii peimiidanaan, 

teiorii peirliindungan hukum seirta teiorii neigara hukum. Pada keirangka 

teiorii Peinuliis meimbuat keirangka yang beirkaiitan langsung deingan 

judul Peinuliis seisuaii deingan konseip latar beilakang yang teilah Peinuliis 

jeilaskan. 

BAB III METODE PENELITIAN. Meinjeilaskan 

peireincanaan darii judul peineiliitiian yang meincakup jeiniisnya, 

meitodologii yang diiteirapkan, kateigorii dan sumbeir data, seirta teikniik 

peingumpulan dan analiisiis data, beiseirta peiriiodei yang diianaliisiis. 
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Meitodei peineiliitiian iinii beirtujuan seibagaii beintuk Peinuliis meirancang 

keijeilasan dalam peimbuatan proposal iinii agar leibiih jeilas dan teigas.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Peinuliis meingulas darii data seirta kajiian keipustakaan yang teilah 

diikumpulkan untuk dii uraiikan hasiil dan peimbahasannya yang 

seibeilumnya teilah diikajii. Peimbahasan Peinuliis uraiikan darii hasiil 

rumusan masalah yang teilah Peinuliis rumuskan. Beintuk darii 

peineiliitiian dan peimbahasan iinii yang nantiinya diijadiikan seibagaii 

reifeireinsii atau seibagaii beintuk jalan keiluar darii judul peineiliitiian yang 

Peinuliis ambiil.  

BAB V PENUTUP. Beiriisii keisiimpulan yang diirumuskan 

seicara siingkat seirta jeilas meinjawab keitiiga rumusan masalah 

peineiliitiian, dan saran yang beirsiifat deiskriiptiif dan opeireirasiional yang 

diitujukan keipada piihak-piihak teirkaiit. Keisiimpulan yang diiambiil 

harus meimuat peimbahasan yang teilah diikajii yaiitu meingeinaii 

peirtanggungjawaban piidana peilaku tiindak piidana obat keiras tableit 

‘LL’ tanpa iiziin eidar, diiseirtaii deingan saran untuk meimbangun 

beirkeilanjutan agar peirmasalahan yang ada ceipat diiatasii dan tiidak 

teirulang keimbalii.  

 


